PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 3 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFPATAN GAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI TEBO

Menimbang : a bahwa denganadanya penambahan dan atau pengurangan, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah,
maka perlu dilakuican perubahan Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah
Tahun 2003;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada
huruf a periu ditetapkan dengari Peraturan Daerah;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3903 ),

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 198¢ tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 j

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (
Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
{ Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569 ),

5 Undang-undang Nomar 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah { Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) sebagaimana ielah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 246 ) ;

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688 } ;

7.Undang-undang........................



l')
-

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan daerah { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor §, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1875 tentang Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832 ) ;

10. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah { Lembaran
Negara Tahun 1897 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3691 ) |

11. Peraturan Pemerintah Momeor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 19897 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraen Bermotor ( Lembaran Negara Tehun 1997 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021 ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor Tahun 2000
Nomor 202 ) ;

1€. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantu ( Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 203 ) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 4024 ) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 } ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;

20.Peratuam Pemerintah... ... ..



Menetapkan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) .

21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1569 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70 ) ;

22 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum
Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 268 ),

23. Keputusan Menteri Dalam Nesgeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belania Negara ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-1316 tahun 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1930 ,

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-279 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Lisaha Keuangan Daerah |

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 110 Tainun 1998 tentang bentuk dan
Susunan Anggaran FPendapatan Daerah ;
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.



1.

(1)

(2)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Angagran 2003 semula berjumiah
Rp. 181.096.916.000,- bertambah sejumlah Rp. 27.288.688.000,- sehingga
menjadi Rp. 208.3856.614.000,-

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah
Rp. 181.096.916.000,- bertambah sejumlah Rp. 27.288.698.000,- sehingga
menjadi Rp. 208 385 614 000 - dengan rincian sebagai berikut -

a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan ... Rp. 83.954.313.000,-
Bertamabah....... ... ............. Rp_ 4251495000
Belanja Ritin Setelah Perubahan........ Rp. 88.205.808.000,-

b. Belanja Pembangunan ssbelum
Perubahan.................................... Rp. 97.142.603.000,-
Bertambah............................ Rp.__23037.203.000.-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan...... ... Rp. 120.179.806.000,-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud
pada Pasal 1 di atas, sebagai mana Lampiran | Peratuaran Daerah ini.

Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran
Il Peraturan Daerah ini.

Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud
pada pasal 1 Avyat ( 2 ) di atas, serbagaimana Lampiran |li Peratuaran

Daerah ini.
Rincian Penambahan/ Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan

dimaksud pada pasal 1 ayat ( 2 ) di atas, sebagaimana Lampiran iV
Peraturan Daerah ini

Pagal 3

Lampiran — tampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4

Peratuaran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapst mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo.
pada fanggal ¢ Aetemnbes 8oy

Diundangkan di Muara Tebo.
padatanggal # premaa’ R Q

SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI
Pembina Utaina Muda
NIP 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

FILE : 5K ABT TEGAK



